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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121/PMK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang

Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik

Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

216/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar

Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha

Milik Negara/Pemerintah Daerah;

b. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang

Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik
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Negara/Pemerintah Daerah beserta perubahannya

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam

perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian

dengan kondisi saat ini, khususnya yang terkait

dengan tata cara penarikan penerusan pinjaman luar

negeri kepada badan usaha milik negara dan

pemerintah daerah;

c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali

ketentuan mengenai tata cara penarikan penerusan

pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik

Negara dan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata

Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5202);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah

Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 619);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN

adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh

Pemerintah dari pemberi PLN yang diikat oleh suatu

perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga

negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan

tertentu.

2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya

disingkat PPLN adalah PLN yang diteruspinjamkan

kepada penerima PPLN yang harus dibayar kembali

dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

3. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya

disebut Perjanjian PLN adalah kesepakatan tertulis

mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi PLN.

4. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang

selanjutnya disingkat Perjanjian PPLN adalah

kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman

www.peraturan.go.id



2016, No.1088 -4-

antara Pemerintah dan penerima PPLN.

5. Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat PA-PP adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran PPLN.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman

yang selanjutnya disingkat DIPA-PP adalah dokumen

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA-PP.

8. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

9. Pembantu Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat PPA-PP adalah unit organisasi di

lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh

Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan

anggaran PPLN.

10. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Penerusan

Pinjaman yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA-PP

adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan yang bertanggung jawab atas penyaluran dana

PPLN dan bertindak untuk menandatangani DIPA-PP.

11. Kuasa Pengguna Anggaran Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat KPA-PP adalah pejabat yang

memperoleh penugasan dari Menteri selaku PA-PP untuk

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

penyaluran dana PPLN.

12. Pejabat Pembuat Komitmen Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat PPK-PP adalah pejabat yang diberi

kewenangan oleh PA-PP/KPA-PP untuk melaksanakan

tugas yang berkaitan dengan penyaluran dana PPLN.

13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPSPM-

PP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-

PP/KPA-PP untuk menguji permintaan pembayaran PPLN
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dan menerbitkan perintah pembayaran PPLN.

14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L

adalah Inspektorat Jenderal /Inspektorat

Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara

fungsional melaksanakan pengawasan intern yang

bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan

lembaga.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat RKA-PP adalah dokumen

perencanaan anggaran yang memuat rincian kebutuhan

dana berupa pembiayaan penerusan pinjaman tahunan

yang disusun oleh KPA-PP.

16. Rencana Dana Pengeluaran Penerusan Pinjaman yang

selanjutnya disingkat RDP-PP adalah dokumen

perencanaan anggaran bagian anggaran yang merupakan

himpunan RKA-PP.

17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

KPA-PP/PPK-PP, yang berisi permintaan pembayaran

tagihan kepada Negara.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA-PP/ KPA-

PP atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan

dana yang bersumber dari DIPA-PP atau dokumen lain

yang dipersamakan.

19. Pembayaran Langsung (Direct Payment) yang selanjutnya

disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk

atas permintaan PA-PP/KPA-PP dengan cara mengajukan

aplikasi penarikan dana (withdrawal application) kepada

pemberi PLN untuk membayar langsung kepada

rekanan/pihak yang dituju.

20. Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing) yang

selanjutnya disebut PP adalah cara pembayaran yang

dilakukan oleh pemberi PLN sebagai penggantian dana

yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu
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